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ABSTRAK 

 

Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Good 

Corporate Governance Pada PD Pembangunan Kota Medan 

 

Ahmad Khairul Rizal 

Program Studi Akuntansi 

Email : rizallehpad323@gmail.com 

 

 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan tanggung jawab 

audit internal dalam meningkatkan Good Corporate Governance di PD. 

Pembangunan  Medan. Mengetahui pengendalian internal dalam meningkatkan 

Good Corporate Governance di PD. Pembangunan  Medan. Teknik analisa data 

yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif untuk menyusun, 

mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterprestasikan data sehingga 

memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau diteliti. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa peranan audit internal yang diterapkan oleh PD 

Pembangunan Kota Medan kurang efektif dalam menunjang pelaksanaan GCG, 

terlihat dari Auditor sudah menyusun jadwal kerja dan menentukan staf sebelum 

melakukan pemeriksaan dilaksanakan namun belum menyusun program audit 

secara spesifik. Prosedur Audit sudah dilaksanakan namun masih belum maksimal 

dan efektif, terlihat dari tindakan yang di lakukan auditor untuk mendapatkan atau 

mengevaluasi bukti audit hanya sebatas tugas, pokok dan fungsi saja, belum 

terimplementasi secara nyata sehingga belum terlihat prosedur yang memadai. 

Penerapan pengendalian intern terlihat masih terdapat unsur pengendalian intern 

piutang yang belum berjalan efektif yaitu unsur penilaian resiko. Hal ini 

menyebabkan piutang yang tertagih perusahaan mengalami peningkatan. Audit 

internal di perusahaan belum berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan 

GCG. Hal ini tidak terlihat dari aktivitas SPI dalam menjalankan prinsip – prinsip 

GCG. 

 

Kata Kunci :   Audit Internal, Pengendalian Intern dan Good Corporate 

Governance 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perwujudan dari Good Corporate Governance  tidak terlepas dari 

peran audit internal dan pengendalian internal. Audit internal di perusahaan 

dapat dilihat dari Sistem Pengawasan Intern (SPI) yang berperan penting 

dalam pengawasan aktivitas operasional perusahaan. SPI bisa berjalan apabila 

Good Corporate Governance (GCG) dilaksanakan dengan baik dan diawasi 

oleh internal auditor. Fungsi internal auditor memastikan sistem pengendalian 

intern dengan baik yang dilakukan controler sehingga  perlakuan akuntansi 

yang digunakan SAK itu bisa dikendalikan dengan baik. 

Auditor Internal yang bertugas dalam hal pemeriksaan merupakan 

suatu hal yang penting dan harus mendapatkan perhatian perusahaan dalam 

melaksanakan operasional perusahaan tersebut. Pengawasan yang dilakukan 

suatu perusahaan adalah sangat luas, meliputi penggunaan sumber-sumber 

yang ada secara efektif dan efisien. Tugas utama auditor intern adalah 

memastikan SPI berjalan dengan baik.  

Adapun tahapan auditor internal dalam melaksanakan fungsi auditnya 

berdasarkan standar audit seksi 311 (SA Seksi 311) adalah : Pertama 

Perencanaan Audit (Audit Planning), beberapa hal yang dapat dilakukan 

auditor pada tahap perencanaan yaitu dengan menyusun program audit, 

menyusun jadwal kerja dan menentukan staf untuk pemeriksaan. Program 

audit meliputi sifat, luas dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan. Program 

audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai 
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pekerjaan yang harus dilaksanakan. Jadwal kerja merupakan perencanaan 

mengenai kapan program audit dilaksanakan pada entitas yang bersangkutan. 

Penentuan staf ini merupakan akhir perencanaan audit dimana auditor sebelum 

melakukan pemeriksaan harus sudah menetapkan staf auditnya. 

Tahapan kedua Program Audit (Audit Program), program kerja harus 

mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja harus 

disetujui sebelum pelaksanaannya, dan setiap penyesuaian harus segera 

disetujui. 

Tahapan ketiga Prosedur Audit (Audit Procedur) adalah tindakan yang 

di lakukan atau metode dan taknik yang digunakan oleh auditor untuk 

mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit. Terdiri dari kegiatan yang 

mempelajari dan membandingkan data yang memiliki 

hubungan. Prosedur analitis mengahsilkan bukti analitis. Prosedur audit 

memiliki tahapan – tahapan yang harus dilaksanakan sedemikian rupa agar 

laporan hasil audit dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Prosedur 

audit ini meliputi Prosedur Audit Awal, Prosedur Analitik,  Pengujian 

terhadap Transaksi Rinci.  

Tahapan keempat Pengujian terhadap Akun Rinci dan Verifikasi 

Penyajian laporan keuangan.Kertas Kerja Audit (Audit Working Paper). 

Kertas kerja adalah catatan - catatan yang diselenggarakan auditor mengenai 

prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi 

yang diperolehnya dan kesimpulan yang dibuatnya berkenan dengan 

pelaksanaan audit. 
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Penelitian ini dilaksanakan pada PD Pembangunan Kota Medan yang 

bergerak dibidang jasa dan konstruksi. Dalam menalankan aktivitasnya 

perusahaan di diukung oleh internal auditor, dalam hal ini menjabat misalnya 

Satuan Pengawasan Intern. Setelah penulis melakukan observasi awal di 

perusahaan yang diteliti penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan audit 

internal yang dilakukan diperusahaan tidak diterapkannya proses perencanaan 

audit (Audit Planning) secara menyeluruh hanya sebatas mengenai rencana 

kerja auditor, tidak sepenuhnya dijalankan sesuai standar. Auditor tidak 

secara rutin dan rinci menyusun jadwal kerja audit sehingga tidak dapat 

dilaksanakannya audit tepat waktu. Selain itu adanya program kerja audit 

yang belum jelas. Program kerja audit sehausnya harus disetujui sebelum 

pelaksanaannya, dan setiap penyesuaian harus segera disetujui. Namun pada 

kenyataannya audit internal tidal melakukan dan menyusun program audit 

dengan jelas. Kondisi ini tidak sesuai dengan standar audit seksi 311 (SA 

Seksi 311) yang menjelaskan bahwa auditor pada tahap perencanaan yaitu 

dengan menyusun program audit, menyusun jadwal kerja dan menentukan 

staf untuk pemeriksaan yang tercermin dalam lembar kerja audit. 

Disini audit internal seharusnya berfungsi membantu perusahaan dalam 

menilai pengendalian internalnya apakah sudah efektif dan efesien atau 

belum, dengan cara mengevaluasi kecukupan, efesiensi, efektivitas 

pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian internal 

secara berkesinambungan. Kondisi ini tentu saja mencerminkan perusahaan 

belum sepenuhnya melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar 

(Good Corporate Governance). Hal ini tidak sesuai dengan teori yang 
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dikemukanan oleh Sawyer’s at.al (2013, hal 3) yang mengatakan bahwa 

:“Audit internal modern menyediakan jasa – jasa yang mencakup 

pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, kinerja, risiko dan tata kelola 

(governance) perusahaan publik maupun privat”. Masalah yang terjadi pada 

GCG yaitu belum diterapkannya salah satu prinsip GCG yaitu transparansi 

dimana sulitnya publik untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. 

Pengendalian intern juga merupakan suatu hal yang penting dan harus 

mendapatkan perhatian perusahaan dalam melaksanakan operasional 

perusahaan tersebut. Pengendalian yang dilakukan suatu perusahaan adalah 

sangat luas, meliputi penggunaan sumber-sumber yang ada secara efektif dan 

efisien. Pengendalian intern harus memperhatikan secara serius karena 

berdampak dalam operasi perusahaan dan dapat mewujudkan tata kelola 

perusahaan yang baik (Good Corporate Government). Dengan hal ini, maka 

penulis tertarik untuk memahami secara mendalam. 

Berdasarkan uraian diatas mengenai pentingnya suatu internal audit 

dan pengendalian intern dalam meningkatkan Good Corporate Governance 

perusahaan maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam suatu 

karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Peran Audit Internal Dan 

Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Good Corporate Governance 

Pada Pada PD. Pembangunan  Medan”. 

 

1.2.  Identifikasii Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis akan mengidentifikasikan masalah dan sekaligus membatasi 

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:  
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1. Tidak diterapkannya proses perencanaan audit (Audit Planning) secara 

menyeluruh hanya sebatas mengenai rencana kerja auditor, tidak 

sepenuhnya dijalankan sesuai tahapan prosedurnya.  

2. Belum diterapkannya salah satu prinsip GCG yaitu transparansi dimana 

sulitnya publik untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. 

 

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada pengendalian intern menurut COCO yaitu  

Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Pengendalian Aktifitas, 

Informasi dan Pemantauan. 

1.3.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis 

merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana fungsi dan tanggung jawab audit internal dalam meningkatkan 

Good Corporate Governance di PD. Pembangunan  Medan? 

2. Bagaimana pengendalian internal dalam meningkatkan Good Corporate 

Governance di PD. Pembangunan  Medan? 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui fungsi dan tanggung jawab audit internal dalam meningkatkan 

Good Corporate Governance di PD. Pembangunan  Medan. 
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2. Mengetahui pengendalian internal dalam meningkatkan Good Corporate 

Governance di PD. Pembangunan  Medan. 

Manfaat Penelitian 

Data dan informasi sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat :  

1.  Bagi perusahaan, diharapkan dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan 

dalam fungsi audit internal dan pengendalian intern dalam meningkatkan 

Good Corporate Governance perusahaan dimasa yang akan datang.  

2. Bagi masyarakat, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang dapat berguna untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan dan bahan perpustakaan.  

3. Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan mengenai audit internal, 

pengendalian intern dan Good Corporate Governance di perusahaan.  

4.  Bagi pihak-pihak lain, sebagai dasar untuk penelitian lanjutan, khususnya 

sebagai bahan referensi dan pembanding bagi mereka yang berminat 

mengadakan penelitian lebih lanjut dibidang ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

Audit Internal merupakan suatu fungsi penilaian independen yang dibuat 

dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai 

kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk 

membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang 

efektif. 

2.1.1. Audit Internal 

2.1.1.1. Pengertian Auditor Internal 

Auditor Internal merupakan tugas auditor di dalam lingkup perusahaan yang 

melakukan perbaikan operasi organisasi dan membantu organisasi dalam mencapai 

tujuannya dengan melalui pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan 

melakukan perbaikan atas keefektivan manajemen resiko, pengendalian dan proses yang 

jujur, bersih dan baik. Definisi pemeriksaan internal menurut Sawyer (2013, hal 21) 

adalah sebagai berikut:  

“Pemeriksaan internal merupakan aktivitas pemberian keyakinan 

objektif yang independen dan aktivitas konsultasi yang dilakukan untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasi organisasi. 

Aktivitas tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan 

melaksanakan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, 

kecukupan kontrol, dan proses tata kelola”. 

 

Menurut Hinduan (2013 hal 514), menjelaskan : 

“Pemeriksaan internal (Audit Intern) adalah aktivitas independen, 

keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah 

nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu 

Organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan 

sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola”. 
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Mulyadi (2012, hal 107) mengatakan bahwa “Pemeriksaan internal 

merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi yang 

dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, kegiatan lain yang 

memberikan jasa pada manajemen“. 

Dari 2 (dua) pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemeriksaan internal (internal auditing) merupakan suatu aktivitas pemeriksaan 

dan juga penilaian terhadap kegiatan operasi perusahaan yang membantu 

organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan suatu alat manajemen 

yaitu pengendalian internal. Audit Intern tidak hanya memiliki 1 (satu) pengertian 

saja, banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pemeriksaan 

internal. Salah seorang ahli yang mengemukakan pendapat lain mengenai 

pemeriksaan internal adalah  

 

2.1.1.2.  Kedudukan Auditor Internal 

Auditor Internal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur 

organisasi perusahaan. Berhasil tidaknya suatu Auditor Internal dalam perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh kedudukan dalam struktur organisasi perusahaan.  

Menurut Hinduan (2013 hal 518) menjelaskan : 

“Secara garis besar ada tiga alternatif posisi atau kedudukan dari Auditor 

Internal dalam struktur organisasi perusahaan yaitu:  

a) Berada dibawah Dewan Komisaris 

Dalam hal ini star internal auditing bertanggung jawab pada Dewan 

Komisaris. lni disebabkan karena bentuk perusahaan membutuhkan 

pertanggung jawaban yang lebih besar, termasuk direktur utama 

dapat diteliti oleh Auditor Internal. Dalam cara ini, bagain 

pemeriksa intern sebenarnya merupakan alat pengendali terhadap 

performance manajemen yang dimonitor oleh komisiaris 

perusahaan. Dengan demikian bagian pemeriksa intern mempunyai 

kedudukan yang kuat dalam organisasi. 
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b) Berada dibawah Direktur Utama 

Menurut sistem ini star Auditor Internal bertanggung jawab pada 

direktur utama. Sistem ini biasanya jarang dipakai mengingat 

direktur utama terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang berat. Jadi 

kemungkinan tidak sempat untuk mempelajari laporan yang dibuat 

Auditor Internal. 

c) Berada dibawah Kepala Bagian Keuangan  

Menurut sistem ini kedudukan Auditor Internal dalam struktur 

organisasi perusahaan berada dibawah koordinasi kepala bagian 

keuangan. Bagian Auditor Internal bertanggung jawab sepenuhnya 

kepada kepala keuangan atau ada yang menyebutnya sebagai 

Controller. Biasanya kepala bagian keuangan tersebut bertanggung 

jawab pada persoalan keuangan dan akuntansi”. 

 

Auditor Internal hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga 

memungkinkannya untuk dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya 

dengan baik serta dapat menjamin kebebasannya.  Hal ini berarti bahwa posisi ini 

diadakan untuk memberikan informasi, saran dan rekomendasi kepada manajemen 

yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan perusahaan. Konflik antara 

Auditor Internal dan para manajer sering terjadi disebabkan kedua belah pihak 

tidak ada saling pengertian sebagaimana mestinya tentang kedudukan dan 

pandangan masing-masing.  Para manajer menganggap para Auditor Internal 

mempunyai pandangan yang terlalu ketat mengenai peraturan dan penilaian 

transaksi-transaksi, serta bertindak sebagai penyelidik yang sering mencari 

keterangan tentang penyimpangan-penyimpangan kecil dari prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan.  Sementara ini para Auditor Internal merasa manajer-

manajer tersebut tidak memperhatikan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 

sebelumnya dengan baik serta tidak mau menerima saran-saran yang diberikan. 

Menurut Hinduan (2013 hal 518) menjelaskan : 

“Secara garis besarnya ada tiga alternatif kedudukan Auditor Internal 

dalam struktur organisasi, yaitu: 
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1) Langsung bertanggung jawab pada dewan komisaris. 

Hal ini banyak dilakukan dalam perusahaan-perusahaan bank dan 

asuransi.  Dalam perusahaan-perusahaan ini Auditor Internal 

merupakan penjaga bagi dewan komisaris.  Secara teoritis maka 

seluruh organisasi termasuk direktur utama dapat diteliti oleh  

Auditor Internal. 

2) Bertanggung jawab pada direktur utama 

Cara ini agak jarang dipakai mengingat direktur dengan tugas-

tugasnya yang berat biasanya tidak mempunyai waktu untuk 

mempelajari laporan intenal auditor dan kemudian melakukan 

tindakan-tindakan koreksi berdasarkan laporan tersebut. 

3) Yang paling sering dilaksanakan adalah bahwa Auditor Internal 

bertanggung jawab pada fungsionaris keuangan yang tertinggi. 

Fungsionaris tersebut mungkin berfungsi sebagai direktur bidang 

keuangan dan bendahara maupun controller.  Yang penting adalah 

bahwa fungsionaris tersebut adalah yang bertanggung jawab atas 

koordinasi daripada persoalan-persoalan keuangan dan akuntansi”. 

 

2.1.2.  Pengendalian Intern 

2.1.2.1.  Pengertian Pengendalian Intern 

 Dalam pengertian yang abstrak, pengendalian (control) adalah proses 

pelaksanaan dan suatu pengaruh untuk penahanan atau untuk mengarahkan 

kegiatan suatu objek organisme atau sistem. Bantuan kepada manajemen 

dalam pengendalian organisasi perusahaan merupakan salah satu fungsi 

utama sistem informasi akuntansi. 

Akuntan sering menggunakan istilah pengendalian intern (internal 

contorl) sebagai suatu sinonim untuk pengendalian di dalam organisasi 

perusahaan. Suatu sejarah singkat konsepsi pengendalian intern perlu 

diperhatikan. Istilahnya pertama kali didefinisikan dalam tahun 1949 oleh 

suatu Komite Institut Akuntan Amerika (sekarang namanya American 

Institute of Certified Public Accountant atau AICPA). 
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Cushing (2014, hal. 78) mengemukakan yaitu adalah sebagai berikut :  

“Pengendalian intern (Internal Control) meliputi rencana 

organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan tindakan atau 

ukuran yang ditetapkan didalam suatu perusahaan untuk 

mengamankan harta (kekayaannya), mencek ketelitian dan 

keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi dan 

mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 

manajemen”. 

 

Sedangkan Mulyadi (2012, hal. 171) memberikan definisi 

pengendalian intern adalah :     

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh 

dewan komisaris, manajemen, dan personal lain, yang didesain 

untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 

golongan tujuan berikut ini : (1). Keandalan pelaporan keuangan, 

(2). Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan 

(3). Efektivitas dan efisiensi operasi”.    

 

Dari definisi tersebut diatas, terdapat beberapa konsep dasar sebagai 

berikut :  

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses, pengendalian intern suatu 

proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. 

Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat 

pervasif dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai 

tambahan dari infrasutruktur entitas. 

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan 

hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan 

oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan 

komisaris, manajemen dan personel lain.  

3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan kenyakinan 

memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris 

entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian 
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intern dan pertimbangan manfaat serta pengorbanan dalam pencapaian 

tujuan pengendalian yang menyebabkan pengendalian intern tidak dapat 

memberikan keyakinan mutlak.  

Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling 

berkaitan pada pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi 

 

2.1.2.2.  Pentingnya Pengendalian Intern  

Pengendalian intern didalam suatu perusahaan adalah penting untuk 

menghindari kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan informasi 

keuangan, sehingga perlu diketahui apa itu pengendalian intern dan siapa 

yang bertanggung jawab atas pengendalian intern dalam suatu perusahaan.  

Dalam sistem akuntansi yang berbasis komputer otomatisasi banyak 

digunakan dalam komponen sistem. Sekali suatu data dimasukkan untuk 

diproses, maka akan lenyap dari daya jangkau manusia. Hal itu menutupnya 

pentingnya perancangan pengendalian pada umumnya akan lebih efektif bila 

dibangun di dalam suatu sistem jika ditambahkan setelah sistem itu 

diimplementasikan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa mengembangkan sistem 

akuntansi berbasis komputer juga menghubungkan pengendalian intern di 

dalam sistem tersebut. 

Dalam pemrosesan data secara elektronik (EDP) penangan dokumen 

semakin berkurang dan keterlibatan manusia dalam pemrosesan data semakin 

berkurang. Hal ini menuntut metode-metode pengendalian intern untuk 

mendukung kebenaran informasi tersebut. 

Kompleksitas suatu lingkungan komputer seperti pemrosesan on line, 

sistem komunikasi, pemrosesan data tersebat, data manajemen basis data. 
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(data base management system) dapat menimbulkan kesalahan dan 

kekurangan yang tak terdeteksi.  Untuk mengatasi hal ini perlu dikembangkan 

pengendalian intern yang mamadai pada sistem akuntasi  yang  terbagi 

komputer.  

Menurut  Halim (2013, hal 149) berpendapat bahwa : 

“Pengendalian intern yang cukup harus di implementasikan 

dan dipelihara dengan alasan antara lain :   

1. Untuk mencegah suatu kejadian jangan sampai terjadi, misalnya 

pengadalian diperlukan untuk mencegah kesalahan, kelupaan, 

kecurangan, invention of privacy, key punch, an input error, dan 

kesalahan proses.  

2. Untuk mendeteksi suatu sesudah hal itu terjadi, misalnya ukuran 

pengendalian dan keamanan diperlukan untuk mendeteksi 

kebakaran, kesalahan, pecahnya mesin, atau kegagalan fungsi 

tertentu. 

3. Untuk menentukan tindakan koreksi yang cocok segera sesudah 

sesuatu terjadi, misalnya suatu organisasi harus membuat back up, 

recovery plans and contingency plans untuk memperkecil 

konsekuensi kekacauan dan untuk mengejar kembali kapasitas 

kegiatan yang penuh. 

4. Untuk memperkecil kerugian financial dari kehilangan komputer 

atau kerusakan fisik kekayaan. 

5. Untuk memperkecil terhentinya kegiatan karena sistem yang kacau, 

keusangan atau bencana.  

6. Untuk mengurangi tuntutan sah yang potensial karena perkara 

hukum akibat penanganan rekening, data atau laporan keuangan 

yang tidak tepat.  

7. Unitika memenuhi persyaratan dari foreign corrupt practice act of  

8. Untuk memenuhi rekomendasi yang dibuat tahun 1987 oleh 

national commission on Krandellent Financial Reporting”. 

 

Dari dua point terakhir belum ada penerapannya di Indonesia. Kedua 

hal ini jelas menunjukan bahwa pengendalian intern harus ada dalam 

perusahaan, sehingga perlu di atur dengan peraturan-peraturan dari pihak yang 

berwenang. 
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2.1.2.3. Tujuan Pengendalian Intern 

Kerangka pengendalian dan pengamanan yang dikenal sebagai 

pengendalian internal. Menurut Wilkinson (2011, hal. 101) mengatakan : 

“Tujuan pengendalian intern mempunyai empat tujuan besar yaitu : 

1. Untuk melindungi aktiva perusahaan  

2. Untuk menjamin keakuratan dan keadalan data dan informasi 

akuntansi  

3. Untuk meningkatkan efisiensi dalam seluruh operasi 

perusahaan. 

4. Untuk mendorong kepatuhan pada kebijakan dan prosedur yang 

tebal di gariskan manajemen”.  

 

Keempat tujuan ini sangat besar artinya bagi manajemen para manajer 

harus dapat berpedoman pada informasi yang terkandung dalam laporan yang 

mereka terima, mereka harus menanggungjawabi kas dan kas serta sarana 

yang dipercayakan kepada mereka dan sebagainya. 

Lebih jauh lagi, perasaan manajer dewasa ini khususnya sangat mudah 

terganggu oleh sistem sistem pengendalian internal yang tidak memadai. 

Keterganguan ini diakibatkan oleh meningkatnya “resiko eksposur” (risk  

exposures) dan Pengesahan Undang-Undang “Foreign Corrupt Practice” (di 

Amerika Serikat).  

Ekposur dalam konteks sistem informasi. Resiko eksposur (Risk 

Exposure) adalah resiko yang terjadi akibat hilangnya kendali. Contohnya 

antara lain : kekeliruan yang tidak sengaja dan pencatatan atau pemrosesan 

data. Hilangnya data atau aktiva fisik, pencurian aktiva, atau kesengajaan 

karyawan dalam meloporkan fakta secara salah (yaitu penipuan atau 

penggelapan) dan operasi yang tidak efisiensi serta. Serta keputusan material 

yang tidak efesien.  
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Beberapa dari eksposur ini akan timbul. Apabila para karyawan tidak 

dilatih atau diawasi dengan sepenuhnya, apabila mereka menjadi lelah atau 

ceroboh, atau apabila beberapa orang ingin memiliki harta perusahaan. Resiko 

eksposur lain timbul apabila elemen pemrosesan transaksi dirancang secara jelek, 

apabila tanggung jawab. Organisasional dilimpahkan tidak tepat atau apabila para 

manajer menerima informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. 

 

2.1.2.4.  Unsur-Unsur Pengendalian Intern 

Unsur-unsur pengawasan intern pada dasarnya adalah bagian-bagian yang 

dibentuk mencapai tujuan pengawasan. Unsur-unsur tersebut pada dasarnya sudah 

cukup untuk mencapai tujuan pengawasan, asal unsur-unsur tersebut diterapkan 

secara baik. Unsur-unsur pendukung pengawasan dapat dibuat sesuai dengan 

kebutuhan yang ada dalam suatu perusahaan. Unsur-unsur yang utama dari 

struktur pengawasan internal menurut Mulyadi (2012, hal. 70) adalah :  

1. Lingkungan Pengendalian  

2. Sistem Akuntansi  

3. Prosedur Pengendalian 

Berikut ini penjelasannya : 

1. Lingkungan Pengendalian  

Efektivitas dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan 

pengendalian, mencerminkan sikap dan tindakan para manajer perusahaan 

mengenai pentingnya pengendalian perusahaan. Efektivitas atas unsur 

pengendalian sangat dibutuhkan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan 

pengendalian.  
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Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011, par, 09) menyatakan : 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian menurut adalah :  

1. Falsafah manajemen dan gaya operasinya 

2. Struktur organisasi satuan usaha 

3. Berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan.  

4. Metode pemberian wewenang dan tangung jawab 

5. Metode pengendalian manajemen. 

6. Fungsi audit intern 

7. Praktek dan kebijaksanaan karyawan.  

8. Pengaruh ekstern”. 

 

2. Sistem Akuntansi  

Pengertian dari pada sistem akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan dan laporan yang di koordinir sedemikian rupa tidak menyediakan 

informasi yang dibutuhkan guna pengelolaan perusahaan.  

menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011, par, 21) menyatakan bahwa : 

“Hal-hal yang perlu dipahami mengenai sistem akuntansi adalah :  

1. Kelompok transaksi dalam operasi satuan usaha tersebut yang 

signifikan bagi laporan keuangan.  

2. Bagaimana timbulnya transaksi tersebut.  

3. Catatan akuntansi dokumen pendukung, informasi yang dapat 

dibaca komputer, akan masuk dalam laporan keuangan yang 

terkait dalam pengolahan data.  

4. Pengolahan akuntansi yang terkait sejak awal suatu transaksi 

sampai dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk 

bagaimana komputer digunakan dalam pengolahan data.  

5. Proses pelaporan keuangan yang digunakan dalam 

mempersiapkan laporan keuangan satuan usaha termasuk 

estimasi akuntansi yang signifikan dan pengungkapannya”. 

 

3. Prosedur Pengendalian 

Kebijaksanaan dan prosedur sebagai tambahan atas lingkungan 

pengendalian dan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh manajemen 

untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang 

spesifik akan dapat tercapai.  
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Menurut Arens and Lasbecke (2014, hal. 310) mengatakan : 

“Prosedur pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur 

menurut yang umumnya dapat digolongkan ke dalam lima 

kelompok, yaitu :  

1. Pemisahan tugas yang cukup 

2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas.    

3. Dokumen dan catatan yang memadai. 

4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.  

5. Pengecekan independen atas pelaksanaan”. 

 

Ditinjau dari segi pengendalian adalah perlu diketahui bagaimana 

penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya dan dibandingkan dengan 

taksirannya. Selain membandingkan aktiva kas yang sebenarnyua dengan 

taksirannya, adalah berguna juga untuk membandingkan dengan secara 

periodik, saldo menurut buku dan jumlah saldo yang diperlukan untuk 

memenuhi beban jasa bank dan saldo yang diwajibkan. Laporan seperti itu 

membandingkan “objektive balance” (saldo sasaran) dengan saldo buku yang 

sebenarnya. Jenis laporan itu memberikan sarana untuk pengecekan periodik 

mengenai pengunaan kas secara efektif dengan mencatat :  

1. Tidak adanya saldo yang berlebihan,  

2. Adanya saldo bank yang cukup untuk mengkompensasi lembaga keuangan 

tersebut. 

 

2.1.3.  Good Corporate Governance  

2.1.3.1. Pengertian Good Corporate Governance 

Salah satu lingkup tugas Aktivitas Audit Internal adalah tata kelola 

(Governance), di samping pengendalian internal dan manajemen risiko. Tapi 

yakinkah kita, bahwa rata-rata auditor internal di Indonesia telah meng-

address lingkup tugas yang satu ini dengan memadai. Dalam daftar istilah IPPF, 
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tata kelola didefinisikan sebagai kombinasi proses dan struktur yang 

diimplementasikan oleh Board untuk menginformasikan, mengarahkan, 

mengelola, dan memantau kegiatan-kegiatan organisasi menuju pencapaian 

tujuan-tujuannya. Lebih lanjut, pada Standar 2110 digariskan peran Aktivitas 

Audit Internal untuk menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk 

memperbaiki proses tata kelola dalam pencapaian tujuan-tujuan berikut: 

1) Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas dalam organisasi; 

2) Memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja organisasi yang 

efektif; 

3) Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian kepada bidang-

bidang yang sesuai di dalam organisasi dan 

4) Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi di 

antara Board, auditor internal dan eksternal, serta manajemen (FCGI, 

2012). 

Sayangnya, sampai dengan saat ini IIA belum mengeluarkan practice 

advisory yang memberikan pedoman lebih lanjut pelaksanaan standar ini. 

Tata Kelola Perusahaan atau Corporate Governance (selanjutnya disebut 

sebagai CG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan 

pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan 

kesetaraan. BEI sebagai fasilitator dan regulator pasar modal di Indonesia 

memiliki komitmen untuk menjadi Bursa Efek yang sehat dan berdaya saing 

global. Penerapan komitmen CG yang baik atau biasa disebut Good Corporate 

Governance (GCG) terkandung pada misi Perusahaan yaitu menciptakan daya 
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saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan Anggota Bursa 

dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan good 

governance 

 

2.1.3.2. Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance 

Setelah definisi serta aspek penting GCG terpaparkan di atas, maka berikut 

adalah prinsip yang dikandung dalam GCG. Menurut Susilo (2007), menyatakan 

“GCG menggunakan prinsip-prinsip yang disebut TARIF yang merupakan 

akronim dari  transparency, accountability, responsibility, independency dan 

fairness”.  

Berikut ini penjelasan dari prinsip-prinsip GCG tesebut. 

a.  Transparency (Keterbukaan Informasi) 

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam 

proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material 

dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, 

yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat 

mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang 

mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang 

bersangkutan. Mengingat definisi ini sangat normatif maka perlu ada penjelasan  

operasionalnya di tiap perusahaan. Karenanya, kekhawatiran di atas, sebetulnya 

tidak perlu muncul jika kita mampu menjabarkan kriteria informasi material 

secara spesifik bagi masing-masing perusahaan.  Dalam mewujudkan transparansi 

ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan 

tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi 
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keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada 

kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus 

dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat 

diperlukan. 

Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah 

satunya, stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam 

melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi 

kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan 

dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. 

Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan 

dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai 

pihak dalam manajemen. 

b.   Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan) 

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan 

pertangungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 

secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan 

Indonesia adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau justru 

sebaliknya, Komisaris Utama mengambil peran berikut wewenang yang 

seharusnya dijalankan direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi 

organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan 

dalam mengelola perusahaan. 

Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit 

sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah 

implementasi prinsip ini. Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan 
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Dewan Komisaris. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip accountability 

antara lain: 

1) Praktek Audit Internal yang Efektif, serta  

2) Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab 

dalam anggaran dasar perusahaan dan Statement of Corporate Intent 

(Target Pencapaian Perusahaan di masa depan) 

Bila prinsip accountability ini diterapkan secara efektif, maka ada 

kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara 

pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah 

maka perusahaan akan terhindar dari kondisi agency problem (benturan 

kepentingan peran). 

 

c.   Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan 

perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang 

berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan 

hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang 

sehat. Beberapa contoh mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Kebijakan sebuah perusahaan makanan untuk mendapat sertifikat  

“HALAL”. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

Lewat sertifikat ini, dari sisi konsumen, mereka akan merasa yakin bahwa 

makanan yang dikonsumsinya itu halal dan tidak merasa dibohongi 

perusahaan. Dari sisi Pemerintah, perusahaan telah mematuhi peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Perlindungan Konsumen). 
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Dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut akan menjamin loyalitas konsumen 

sehingga kelangsungan usaha, pertumbuhan, dan kemampuan mencetak laba 

lebih terjamin, yang pada akhirnya memberi manfaat maksimal bagi 

pemegang saham. 

2) Kebijakan perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang ke tempat 

umum. Ini juga merupakan pertanggungjawaban kepada publik. Dari sisi 

masyarakat, kebijakan ini menjamin mereka untuk hidup layak tanpa merasa 

terancam kesehatannya tercemar. Demikian pula dari sisi Pemerintah, 

perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. 

Sebaliknya dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut merupakan bentuk 

jaminan kelangsungan usaha karena akan mendapat dukungan pengamanan 

dari masyarakat sekitar lingkungan. 

 

d. Independency (Kemandirian) 

Kemandirian, adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

prisnsip-prinsip korporasi yang sehat. Penerapan prinsip ini erat kaitannya dengan 

prinsip akuntabilitas. Dapat dikatakan prinsip akuntabilitas adalah muara dari 

penerapan prinsip pertanggung jawaban dan prinsip kemandirian. 

 

e.   Fairness (Kewajaran) 

Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai 

perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang 

timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness 
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juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan 

peraturan untuk melindungi hak-hak investor - khususnya pemegang saham 

minoritas - dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa 

insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud 

(penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-

keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah 

dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan 

perusahaan lain. Biasanya, penyakit yang timbul dalam praktek pengelolaan 

perusahaan, berasal dari benturan kepentingan. Baik perbedaan kepentingan 

antara manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) dengan pemegang saham, 

maupun antara pemegang saham pengendali (pemegang saham pendiri, di 

Indonesia biasanya mayoritas) dengan pemegang saham minoritas (pada 

perusahaan publik biasanya pemegang saham publik). Di tengah situasi seperti ini, 

lewat prinsip fairness, ada beberapa manfaat yang diharapkan bisa dipetik.  

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara 

baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan 

pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Fairness juga diharapkan memberi 

perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan 

seperti disebutkan di atas. Pendek kata, fairness menjadi jiwa untuk memonitor 

dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam 

perusahaan. Namun seperti halnya sebuah prinsip, fairness memerlukan syarat 

agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-

undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta 

efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan 
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atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan 

perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (litigation abuse). Di antara 

(litigation abuse) ini adalah penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan 

dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-

ngulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas 

dari kewajiban yang harus dibayarkannya. 

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa 

dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak 

luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar 

hal itu, lewat prinsip responsibility ini juga diharapkan membantu peran 

pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja 

pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme 

pasar. 

 

2.1.4. Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan 

Good Corporate Governance 

Peran audit internal yang independen sangatlah penting dalam penerapan 

GCG di perusahaan, dimana anggota auditor tidak mempunyai hubungan dengan 

direksi, memiliki keterampilan dan keahlian audit yangsesuai standar profesi serta 

memiliki intuisi dalam melaksanakaan pekerjaan akan mewujudkan tata kelola 

perusahaan yang baik dan benar. Sawyer’s at.al (2013, hal 3) menjelaskan bahwa 

:“Audit internal modern menyediakan jasa – jasa yang mencakup pemeriksaan 

dan penilaian atas kontrol, kinerja, risiko dan tata kelola (governance) perusahaan 

publik maupun privat. 
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Audit internl merupkan kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah kegiatan operasi 

organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, 

emlalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan proses 

governance (SPAI, 2004:9) di kutip dari Widya (2017). 

Lebih lanjut Mulyadi (2012) mengatakan bahwa :“Pemeriksaan internal 

(internal Audit) merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam 

organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, kegiatan 

lain yang memberikan jasa pada manajemen“. Auditor internal akan mendukung 

terciptanya perusahaan yang governance apabila dalam melaksanakan perannya 

dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan secara accountable. 

Pengendalian intern yang baik akan dapat memperbaiki proses dan prosedur 

kerja dalam manajemen sehingga dapat terwujud GCG yang efektif. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya pengendalian yang baik maka manajemen akan 

bekerja dengan maksimal sehingga terwujudlah tata kelola perusahaan yang baik 

dan benar. Untuk itu perusahaan sangatlah penting dapat menerapkan 

pengendalian intern yang efektif guna memastikan lini kerja dalam manajemen 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing –masing manajemen.  

Chusing (2014, hal 197) menyatakan : 

Peran dari pengendalian intern adalah untuk meningkatkan efisiensi, 

efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan 

kontribusi kepada terciptanya good corporate governance (GCG) serta 

terwujudnya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders 

lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan 

organisasi kedepan. 
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2.2.  Kerangka Berfikir 

Masalah yang sering terjadi adalah bagaimana audit internal dan 

pengendalian intern mampu meningkatkan Good Corporate Governance di 

perusahaan. Untuk itu diperlukan fungsi audit internal dan pengendalian intern 

yang baik, agar tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik dan benar 

sesuai visi dan misi perusahaan. 

Fungsi audit internal menjadi alat yang efektif untuk menilai dan 

mengarahkan serta mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara 

kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan 

pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders 

pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan dengan baik yang memenuhi prinsip – prinsip GCG yaitu 

pertanggungjawaban, akuntabilitas, kemanidrian dan kewajaran. 

Pengendalian intern, dengan dukungan teknologi informasi, telah menjadi 

komponen penting dalam organisasi bisnis modern yang sukses menjalankan 

usahanya, karena mampu membantu dalam pengembangan bisnis dan mengelola 

keunggulan kompetitif. Sistem pengendalian intern juga diandalkan untuk 

meningkatkan efiektivitas dan efisiensi proses-proses bisnis yang ada di organisasi, 

sehingga menjadi proses bisnis unggulan (best practice), juga mampu 

memfasilitasi jajaran manajer dalam pengambilan putusan dan kolaborasi antar 

bagian yang dapat tercipta GCG dengan efektif. 

Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan, Perseroan 

menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari 

penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan yang kuat, 



 

 

27 

maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya sesuai standar 

internasional. Guna memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan diterapkan secara 

konsisten di seluruh lini dan unit organisasi, Perseroan menyusun berbagai acuan 

sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri, 

Perseroan juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya fungsi audit 

internal dan pengendalian internal yang baik dan efektif serta terlebih dahulu 

diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. 

Melalui penerapan yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh 

pelaku bisnis. 

Fungsi audit internal yang efektif dan Pengendalian intern harus seiring 

dalam pelaksanaannya. Apabila fungsi audit internal dan pengendalian internal 

tidak berjalan efektif, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan, akhirnya 

akan mengakibatkan tata kelola perusahaan yang buruk. Governance kerap 

diterjemahkan sebagai “pengaturan.” Namun tampaknya secara umum di kalangan 

pebisnis, istilah GCG diartikan tata kelola perusahaan, meskipun masih rancu 

dengan terminologi manajemen. Masih diperlukan kajian untuk mencari istilah 

yang tepat dalam bahasan Indonesia yang benar. Kemudian, “GCG” ini 

didefinisikan sebagai  suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan 

oleh organ perusahaan (BOD, BOC, RUPS) guna memberikan nilai tambah 

kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang 

berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. 
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Berikut ini kerangka berfikir dalam menejlaskan alur penelitian sebagai 

berikut : 
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BAB III  

OBJEK DAN METODE PENELITIAN  

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2013, hal 11) “Penelitian deskriptif kualitatif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel 

atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

dengan variabel lain”. 

 

3.2. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.2.1. Audit Internal 

Audit Internal merupakan aktivitas pemberian keyakinan objektif yang 

independen dan aktivitas konsultasi yang dilakukan untuk memberikan nilai 

tambah dan meningkatkan kinerja operasi organisasi. Aktivitas tersebut membantu 

organisasi mencapai tujuannya dengan melaksanakan pendekatan yang sistematis 

dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen 

risiko, kecukupan kontrol, dan proses tata kelola. Adapun kisi-kisi instrumen 

analisis Audit Internal dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel III-1. Kisi – Kisi Observasi Audit Internal  

No.  Komponen  Instrumen 

1 Perencanaan Audit Wawancara 

2 Program Audit Wawancara 

3 Prosedur Auidt Wawancara 
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3.2.2. Pengendalian Intern 

Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang diupayakan untuk 

mengkoreksi dan mengevaluasi kegiatan atau transaksi bisnis, agar sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan menghindari agar tidak terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan serta penyelewengan-penyelewengan atas transaksi 

yang ada dalam perusahaan. Adapun kisi-kisi instrumen analisis pengendalian 

intern dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel III-2. Kisi – Kisi Observasi Pengendalian Intern 

No.  Komponen  Instrumen 

1 Lingkungan pengendalian Wawancara 

2 Sistem akuntansi Wawancara 

3 Prosedur pengendalian Wawancara 

 

 

3.2.3.  Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance  merupakan suatu proses serta struktur yang 

digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah 

peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya 

adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai 

kepentingan para stakeholder lainnya. Adapun kisi-kisi instrumen analisis Good 

Corporate Governance  dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel III-3. Kisi – Kisi Observasi Good Corporate Governance 

No.  Komponen  Instrumen 

1 Transparency Wawancara 

2 Accountability Wawancara 

3 Responsibility Wawancara 

4 Independency  Wawancara 

5 Fairness Wawancara 
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3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang perbankan. Perusahaan tersebut adalah PD. Pembangunan Medan, yang 

beralamat di Jalan Sutomo Ujung No. 153 Medan.  

3.3.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan janurai 2020, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.1 : 

Tabel III-1 

Rincian Waktu Penelitian 

 

No 
Jenis 

Kegiatan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Penelitian 

pendahuluan 

(prariset)                                                 

2 
Penyusunan 

proposal                                                 

3 
Pembimbingan 

proposal                                                 

4 
Seminar 

proposal                                                 

5 
Penyempurnaan 

proposal                                                 

6 
Pengumpulan 

data                                                 

7 
Pengolahan dan 

analisis data                         

8 
Penyusunan 

skripsi (laporan 

penelitian)                         

9 
Pembimbingan 

skripsi                         

10 
Sidang meja 

hijau                         

11 

Penyempurnaan 

skripsi dan 

penulisan 

artikel jurnal                                                 
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3.4. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dengan pendekatan studi kasus 

yaitu dengan memilih salah satu bidang yang ada pada perusahaan kemudian 

mencoba membahasnya atas dasar teori-teori yang pernah dipelajari oleh penulis.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer 

yang berasal dari laporan manajemen perusahaan yang diperoleh dari PD. 

Pembangunan Medan.  

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan 

menggunakan sumber-sumber yang diperoleh dan dilakukan dengan beberapa 

cara sebagai berikut :  

1. Studi Lapangan (Field Research).  

 a. Wawancara.  

Yaitu teknik yang dilakukan penulis dengan melakukan tanya 

jawab dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Untuk 

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam 

penelitian ini, penulis menghubungi beberapa bagian dalam PD. 

Pembangunan Medan, yaitu :  

1. Bagian Audit Internal.  

2. Bagian Personalia.  

b. Observasi.  

Yaitu dengan mengadakan langsung penelitian kelapangan atas 

aktivitas perusahaan khususnya yang berhubungan dengan objek 
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penelitian. Hasil penelitian ini, dijadikan dasar penelitian untuk 

mengumpulkan data yang relevan.  

2.   Studi Kepustakaan (Library Research).  

Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penulis dalam 

mengakumulasikan dan menganalisa data berdasarkan teori-teori yang 

penulis dapatkan di bangku-bangku kuliah beserta literatur-literatur lainnya 

untuk selanjutnya dibandingkan dengan objek yang diteliti.  

 

3.6.  Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu 

suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta 

menginterprestasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah 

yang dihadapi atau diteliti. Untuk itu penulis melakukan analisis dengan cara 

menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya.  

Adapun tahapan analisisnya adalah : 

1. Melakukan wawncara langsung kepada bagian operasioanl perusahaan dan 

SPI guna mendapatkan informasi yang relevan. 

2. Melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas SPI 

3. Mendeskripsikan temuan penelitian dan mengkaitkan dengan teori 

4. Menyimpulkan hasil penelitian dan membangun saran penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan 

PD Pembangunan Kota Medan adalah salah satu Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar kotamadya Tk.II 

Medan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota No. 188/784/SK/ Pada 

awalnya Perusahaan ini dikelola berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 

1992 Tentang pembentukan PD Pembangunan Kota Medan, kemudian diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 08 tahun 2001 tentang pembentukan 

PD Pembangunan Kota Medan. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan 

Daerah tersebut, diterbitkan Keputusan Walikota Nomor 28 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan PD Pembangunan Kota Medan. Sementara sebagai landasan 

manajemen didasari kepada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1997 tentang Status 

Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah dan Surat 

Keputusan Walikota Medan Nomor /SK/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Daerah No. 05 tahun 1997 jo, Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 14 tahun 

2004tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD Pembangunan Kota Medan.  

Bidang usaha PD Pembangunan Kota Medan memiliki lingkup jasa 

konstruksi, properti, sarana umum, perhotelan, pergudangan dan pariwisata. Saat 

ini mengelola unit usaha taman margasatwa medan (medan zoo), pergudangan 

kota tanjung mulia (pktm), kolam renang deli, gelanggang remaja dan rumah 

susun amplas. 
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Tugas Pokok : 

- Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat 

dalam bidang jasa kontruksi, developer, pengelolaan sarana umum dan 

hiburan. 

- Membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam 

penyediaan dan peningkatan sarana berbagai bidang usaha. 

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Fungsi : 

- Menyusun dan melaksanakan program jasa kontruksi, developer, 

pengelolaan sarana umum dan hiburan; 

- Menyelenggarakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan 

gedung, kontruksi jalan dan jembatan; 

- Menyelenggarakan kegiatan hiburan; 

- Melaksanakan usaha lain yang ditetapkan Direksi yang sesuai dengan 

tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah dan setelah mendapat 

persetujuaan dari Kepala Daerah. 

 

4.1.2. Kedudukan Internal Auditor 

Kedudukan internal audit pada PD Pembangunan Kota Medan dijabat oleh 

Satuan Pengawasan Intern. Namun apapun nama dari divisi internal auditor itu 

tidak menjadi masalah, karena pada dasarnya fungsi dan tanggung jawab dari 

Satuan Pengawasan Intern tersebut sama dengan internal auditor yaitu sebagai 

pemeriksa yang berasal dari staf perusahaan yang fungsi utamanya untuk menilai 
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sistem pengendalian intern perusahaan sudah berjalan dengan baik sehingga 

tujuan perusahaan tercapai. 

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern pada PD Pembangunan Kota 

Medan berada di bawah Direktur Utama yaitu (Direktur keuangan, Direktur 

Pengembangan dan Direktur Operasional). Satuan Pengawasan Intern pada PD 

Pembangunan Kota Medan bukan merupakan fungsi operasional karena ia tidak 

terlibat dalam kegiatan utama perusahaan seperti pembelian bulanan, pemasaran 

dan sebagainya, tetapi bagian ini berfungsi sebagai staf perusahaan. Tanggung 

jawabnya hanyalah sebagai konsultan yang berkewajiban memberikan nasehat 

yang paling baik, sedangkan untuk mengambil keputusan tetap berada ditangan 

pimpinan. Kedudukan Satuan Pengawasan Intern dalam struktur organisasi 

perusahaan berada di bawah Direktur Utama dengan demikian Satuan 

Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama, menerima 

instruksi dan memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pekerjaan 

kepada Direktur Utama. 

 

4.1.3. Tahapan Pelaksanaan Audit 

4.1.3.1. Perencanaan Audit (Audit Planning) 

Bagian terpenting dari suatu proses Audit yang baik adalah memiliki 

Jadwal Audit yang tersedia untuk membiarkan semua orang tahu kapan setiap 

proses akan diaudit selama siklus yang akan datang (biasanya jadwal tahunan). 

Hal ini dapat memungkinkan pemilik proses untuk menyelesaikan perbaikannya 

sebelum audit dilakukan, sehingga mereka mendapat informasi berharga tentang 

hasil pelaksanaan perbaikan yang telah mereka lakukan, atau meminta auditor 
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untuk fokus membantu  mengumpulkan informasi untuk melakukan 

perencanaan improvement di area lainnya. Pada tahapan ini SPI selaku audit 

internal di perusahaan tidak diterapkannya proses perencanaan audit (Audit 

Planning) secara menyeluruh hanya sebatas mengenai rencana kerja auditor yang 

dilakukan satu tahun sekali. Seharusnya SPI akan memeriksa informasi yang 

terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana Proses Audit akan 

dilakukan secara rinci dan lengkap. Risiko kerja juga dapat dilakukan oleh tim 

Audit untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah yang akan muncul selama 

Proses Audit dilaksanakan. Dan kemudian, Auditor akan menyusun rencana audit 

sesuai workshop atau diskusi yang sudah dilakukan oleh tim Audit. Apabila 

tahapan ini sudah dilaksanakan dengan efektif maka tahapan selanjutnya akan 

dapat berjalan efektif pula. 

 

4.1.3.2. Program Audit (Audit Program) 

Tahapan selanjutnya yang dilakukan SPI adalah mengambil informasi 

yang dikumpulkan dari Rapat Terbuka dan menggunakannya untuk 

merealisasikan Rencana Audit. Mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan audit 

internal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menetapkan Tim Auditor 

Internal dengan memperhatikan bahwa Staf pada bagian yang diaudit tidak 

ditunjuk sebagai Auditor pada bagian tersebut. Membuat dan mengesahkan Surat 

Tugas pelaksanaan audit internal. Kerja Lapangan kemudian dilaksanakan dengan 

berkomunikasi kepada anggota staf dan meninjau Prosedur dan Proses Audit. SPI 

akan menguji kepatuhan anggota organisasi perusahaan terkait pencatatan dan 

pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK. Kontrol internal dievaluasi untuk 

memastikan bahwa hal tersebut benar-benar dijalankan secara reliabel dan 
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memadai. SPI akan mendiskusikan suatu masalah saat masalah tersebut muncul 

kepada manajemen perusahaan untuk memberi kesempatan memberikan feedback. 

 

4.1.3.3. Prosedur Audit (Audit Procedur) 

Prosedur Audit sudah dilaksanakan namun masih belum maksimal dan 

efektif karena belum memiliki prosedur yang jelas sehingga menyulitkan dalam 

proses audit. Pada tahapan ini prosedur diawali oleh tim audit yang di koordinasi 

oleh Reza selaku koordinator tim audit dengan membuka kegiatan Audit Internal 

(opening). Ketua Tim Auditor memperkenalkan peserta serta konfirmasi 

penjadwalan audit. Tim audit melaksanakan audit sesuai dengan jadwal dan 

lingkup yang telah ditetapkan. Kegiatan audit harus selesai pada waktu yang telah 

dijadwalkan dan telah ditulis tindaklanjutnya. Melakukan rapat auditor yang 

dipimpin oleh Ketua Tim Auditor yang berisi tentang laporan temuan dari 

masing-masing auditor. SPI harus meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan 

terkait kebutuhan Audit sehingga prosedur audit dapat berjalan dengan efektif. 

Bahkan seharusnya SPI sudah mengirimkan daftar dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan terlebih dahulu kepada setiap bagian di perusahaan ke dalam Audit 

Checklist. Dokumen-dokumen tersebut dapat mencakup salinan Laporan Audit 

sebelumnya, rekening koran, nota keuangan, dan buku besar. Tahapan akhir 

adalah membuat laporan temuan audit beserta tindaklanjutnya yang telah 

ditandatangani oleh Auditor dan Auditee, serta menyerahkan laporan asli kepada 

Kepala Bidang /Kepala Bagian terkait. 
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4.1.4.  Pengendalian Intern 

Pengendalian intern menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan dalam 

menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan 

yang mampu menciptakan pengendalian intern yang efektif. Berikut ini analisa 

hasil penelitian berkaitan dengan pengendalian intern di PD Pembangunan kota 

Medan yang dikaitkan dengan standar COSO. 

 

4.1.4.1. Lingkungan Pengendalian  

Lingkungan pengendalian merupakan landasan bagi komponen 

pengendalian yang lain. Untuk mencapai pengendalian intern yang baik maka 

lingkungan pengendaliannya pun harus baik pula. Semua personel menyadari 

bahwa lingkungan pengendalian di PD Pembangunan kota Medan menciptakan 

suasana pengendalian dalam organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel 

organisasi tentang pengendalian. Adapun hal-hal yang menjadi faktor yang 

membentuk lingkungan pengendalian meliputi :  

a.  Nilai Integrasi dan Etika.  

Nilai integrasi dan etika dan kejujuran para karyawan merupakan salah 

satu aspek yang penting diperusahaan selain itu juga perusahaan menetapkan 

disiplin kerja yang harus dipatuhi oleh karyawan. Disiplin kerja yang berlaku 

dalam perusahaan dinyatakan dalam kesepakatan sebagai berikut :  

1.  Menetapkan masuk kerja pada pukul 08.00 sampai dengan 17.00 yang dimulai 

dengan mengisi daftar hadir yang telah tersedia.  

2.  Ketepatan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan.  
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3.  Selama jam kerja karyawan berada ditempat kerja, kecuali mendapat izin dari 

atasan yang berwenang.  

4.  Memakai dan mematuhi prosedur kerja, petunjuk kerja atau instruksi dari 

atasan yang berwenang sesuai dengan lingkup pekerjaannya.  

PD Pembangunan kota Medan memiliki berbagai macam kode etik baik 

didalam lingkungan perusahaan sendiri maupun lingkungan luar. Selain itu 

perusahaan juga memiliki sistem reward (penghargaan) dan sistem punishment 

(sanksi). Bagi karyawan yang berprestasi dalam hal loyalitas, dedikasi dan disiplin 

akan diberi predikat sebagai karyawan teladan dengan mendapat penghargaan 

yaitu imbalan materi berupa kenaikkan gaji istimewa, sedangkan apabila terdapat 

karyawan yang melanggar disiplin kerja akan diberikan sanksi.  

 

4.1.4.2. Penilaian Resiko 

Kegiatan pencatatan dan penagihan piutang PD Pembangunan kota Medan 

tidak menetapkan risiko yang mungkin timbul dari kegagalan. Oleh karena itu 

maka sangatlah penting untuk melakukan kajian-kajian secara professional untuk 

menentukan tingkat risiko yang mungkin terjadi dari perubahan keadaan sebagai 

berikut:  

a) Seharusnya pola bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur-prosedur 

yang baru harus dapat ditaksir.  

b) Adanya perubahan standar kualitas harus dapat di antisipasi pada lini 

manajemen.  

c) Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang 

digunakan untuk pengolahan informasi haruslah dapat di antisipasi.  
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d) Pertumbuhan ekonomi yang cepat harus dapat membuat perubahan fungsi 

pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam 

fungsi tersebut.  

Penaksiran risiko itu ditujukan agar sasaran kepatuhan dapat tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan dan risiko terjadinya kegagalan penerimaan kredit 

dapat ditekan seminimal mungkin. 

 

 

4.1.4.3. Pendendalian Aktivitas 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh 

manajemen untuk memenuhi tujuannya. Aktivitas pengendalian yang diterapkan 

pada PD Pembangunan kota Medan adalah sebagai berikut :  

 

Pembagian Tugas yang memadai.  

Struktur organisasi merupakan rangka pembagian tugas kegiatan pokok 

perusahaan, tujuan pemisahaan fungsi ini adalah untuk mencegah kesalahan dan 

agar dapat dilakukannya deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam 

pelaksanaan tugas yang diberikan kepada seseorang. PD Pembangunan kota 

Medan telah menerapkan pemisahaan fungsi pengendalian yang cukup memadai.  

Prosedur otorisasi yang pantas atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan didalam 

suatu organisasi.  

Setiap kegiatan hanya terjadi atas dasar otorisasi yang memiliki wewenang 

untuk menyetujui terjadinya kegiatan tersebut. Oleh karena itu harus dibuat sistem 

yang mengatur pembagian wewenang untuk diotorisasi atas terlaksananya setiap 
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transaksi. Prosedur tersebut dilakukan oleh PD Pembangunan kota Medan dalam 

melakukan proses pengendalian dalam setiap penyaluran kredit.  

Pengecekan independensi atas pelaksanaan kegiatan  

Satuan pengawasan intern melakukan pemeriksaan atas efektivitas 

pelaksanaan pengendalian intern serta melakukan pengawasan atas seluruh 

kegiatan yang dilaksanakan sebagai fungsi manajemen. 

4.1.4.4. Pemantauan 

Kegiatan manajemen PD Pembangunan kota Medan selalu melakukan 

pemantauan terhadap segala kegiatan dalam transaksinya. Hal tersebut dipandang 

perlu agar manajer dapat menganalisis mengenai perencanaan yang disusun 

perusahaan apakah telah dilaksanakan dengan baik dan manajemen juga dapat 

terus mengadakan perbaikan apabila masih terdapat kekurangan serta untuk 

mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi. 

 

4.1.5. Implementasi Good Corporate Governance 

  Pelaksanaan GCG di PD Pembangunan kota Medan belum memiliki 

komitmen dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan 

yang baik serta menerapkan prosedur dan kebijakan-kebijakan berdasarkan 

praktek-praktek terbaik. Berikut ini penilaian indikator GCG pada PD 

Pembangunan kota Medan. 

4.1.5.1. Transparency (Keterbukaan Informasi) 

  Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan belum 

menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai 

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Perusahaan tidak dapat 

mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan 
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berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. 

Selain itu, para stackholder tidak dapat mengakses informasi penting perusahaan 

secara mudah pada saat diperlukan. 

  Transparansi informasi kinerja keuangan mengenai kegiatan operasional 

PD Pembangunan kota Medan tidak disajikan secara berkala setiap triwulan dan 

disampaikan kepada stakeholders melalui surat kabar yang cukup informatif, 

maupun dalam buku Laporan Tahunan (Annual Report). 

 

4.1.5.2. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan) 

  Pencapaian tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan 

membentuk struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggung jawaban 

yang jelas, dengan unsur utama pelaksana tata kelola perusahaan yakni Dewan 

Komisaris dan Direksi. Struktur organisasi ini lebih menekankan pada aspek 

pengawasan, pelayanan, pemasaran, efektivitas/efisiensi melalui pemantapan 

Good Corporate Governance, Manajemen Risiko, Risk Culture, dan Corporate 

Culture dengan berorientasi kepada pelaksanaan core bussiness utama PD 

Pembangunan kota Medan Sumut sebagai perusahaan daerah yang semestinya 

memiliki laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

4.1.5.3. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

  Anggota Direksi memiliki pembidangan tugas dan tanggung jawab yang 

jelas yang diatur dalam Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi 

PD Pembangunan kota Medan Sumut sebagaimana yang tercantum dalam Surat 

Keputusan Gubernur. Dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban, pihak PD 

Pembangunan kota Medan harus menerapkan fungsi kepatuhan, Audit Intern dan 

Audit Ekstern. 
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4.1.4.4.  Independency (Kemandirian) 

  Kemandirian, adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

prisnsip-prinsip korporasi yang sehat. Penerapan prinsip ini telah diterapkan 

dengan baik oleh perusahaan dimana seluruh anggota Dewan Komisaris tidak 

memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali terakhir 

(ultimate shareholders), khusus untuk Komisaris Independen dilengkapi dengan 

pernyataan yang ditandatangani diatas materai. Seluruh anggota Dewan Komisaris 

tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan 

sesama anggota Dewan Komisaris Lainnya dan/ atau Direksi PD Pembangunan 

kota Medan. 

 

4.1.5.5. Fairness (Kewajaran) 

 Fairness yang diterapkan perusahaan diharapkan membuat seluruh aset 

perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul 

perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Fairness 

juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek 

korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas. Untuk menerapkan fairness 

yang baik, maka pihak PD Pembangunan kota Medan Sumut menerapkan 

peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat 

ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi 

penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada 

pengecualian. Penerapan ini diterapkan dengan cara sebagai berikut : 

1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 
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a Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan 

Manajemen Risiko sesuai Ketentuan yang berlaku  

   b  Pelasaksanaan GCG pada PD Pembangunan kota Medan Sumut 

telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan telah membentuk 

Komite Pemantau Risiko sebagai salah satu tuntutan GCG yang 

bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada Dewan 

Komisaris mengenai isu-isu manajemen risiko, mengevaluasi 

kinerja manajemen risiko dan sistem pengawasan intern, serta 

memberikan informasi kepada Dewan Komisaris untuk mengambil 

langkah-langkah dalam hal mengantisipasi risiko. 

   c  Dewan Komisaris belum menyetujui diterbitkannya Buku 

Pedoman Manajemen Risiko yang merupakan panduan bagi 

seluruh unit kerja dalam mengelola risiko secara komprehensif.  

   d  Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi, analisa dan review 

terhadap Laporan Profil Risiko secara berkala serta menyampaikan 

tanggapan atas laporan tersebut apabila diperlukan. 

   e  Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan memutuskan 

permohonan Direksi terhadap transaksi yang memerlukan 

persetujuan Dewan Komisaris 

   f  Dewan komisaris bersama Direksi telah melakukan sosialisasi ke 

seluruh unit kerja PD Pembangunan kota Medan Sumut dalam hal 

memberikan pembelajaran mengenai pengembangan budaya 

risiko. 
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   g  Direksi telah menyetujui kebijakan dan strategi Manajemen Risiko 

dengan menerbitkan ketentuan-ketentuan berupa Buku Pedoman 

Perusahaan dan Surat Edaran yang menjadi pedoman bagi seluruh 

risk taking unit dalam mengelola risiko. 

   h  Direksi telah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi-

transaksi yang memerlukan persetujuan direksi antara lain  dalam 

bidang kredit melalui loan commitee. 

   i  Direksi telah memastikan independensi fungsi Manajemen Risiko 

dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berada 

pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan bertanggung 

jawab kepada Direktur Kepatuhan. 

   j  Direksi juga melakukan kaji ulang dalam hal proses Manajemen 

Risiko sehingga proses tersebut sesuai dengan kebutuhan terkini. 

 

4.2. Pembahasan  

Pada PD Pembangunan Kota Medan internal auditor menerima 

penugasan dari Direktur Utama dan mempertanggung jawabkan hasil 

pemeriksaannya kepada Direktur Utama, berarti wewenang yang dimilikinya 

untuk memeriksa dan meminta informasi langsung kepada objek yang 

diperiksanya lebih luas serta dapat bertindak lebih tegas dalam pemeriksaannya. 

Berdasarkan wewenang yang diberikan pimpinan, internal auditor berhak 

mengadakan pemeriksaan terhadap masing-masing satuan administrasi, dimana 

pemeriksaan yang dimaksudkan sebagai tindakan pengawasan terhadap 

administrasi guna usaha mencegah penyalahgunaan kekayaan perusahaan yang 

dituangkan ke dalam bentuk laporan kepada Direktur Utama. 
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Menurut penulis kedudukan internal auditor yang berada langsung di 

bawah Direktur Utama sangat baik karena internal auditor mempunyai kebebasan 

yang lebih besar dalam melaksanakan tugasnya, karena kebebasan merupakan 

syarat mutlak yang diperlukan oleh internal auditor agar pelaksanaan audit intern 

berfungsi dengan baik.  

 

4.2.1 Audit Internal 

Hasil observasi secara keseluruhan pada Peranan Audit Internal dapat 

disimpulkan bahwa peranan audit internal yang diterapkan oleh PD Pembangunan 

Kota Medan kurang efektif dalam menunjang pelaksanaan GCG. Hal ini dapat 

dilihat dari penilaian indikator Peranan Audit Internal yaitu : 

a. Perencanaan Audit 

Perencanaan audit sudah dilakukan namun belum terlihat maksimal dan efektif. 

Hal ini terlihat dari hasil wawancara narasumber berkaitan dengan jadwal auditor. 

Auditor sudah menyusun jadwal kerja dan menentukan staf sebelum melakukan 

pemeriksaan dilaksanakan namun auditor belum menyusun program audit yang 

meliputi sifat, luas dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan. Menyusun draft 

program Audit Internal pada awal tahun kegiatan yang mencakup seluruh kegiatan 

audit, pembahasan draft program audit internal belum dilaksanakan sesuai standar 

yang berlaku serta tidak dilakukannya pendistribusian program Audit Internal 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan 

teori dari standar audit seksi 311 (SA Seksi 311) yang menjelaskan bahwa auditor 

pada tahap perencanaan yaitu harus menyusun program audit, menyusun jadwal 
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kerja dan menentukan staf untuk pemeriksaan yang tercermin dalam lembar kerja 

audit. 

 

b. Program Audit 

SPI sudah melakukan dan mengambil informasi yang dikumpulkan dari Rapat 

Terbuka dan menggunakannya untuk merealisasikan Rencana Audit. Mengirim 

surat pemberitahuan pelaksanaan audit internal kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Menetapkan Tim Auditor Internal dengan memperhatikan bahwa 

Staf pada bagian yang diaudit tidak ditunjuk sebagai Auditor pada bagian tersebut. 

Membuat dan mengesahkan Surat Tugas pelaksanaan audit internal. Kerja 

Lapangan kemudian dilaksanakan dengan berkomunikasi kepada anggota staf dan 

meninjau Prosedur dan Proses Audit. 

c. Prosedur Audit 

Prosedur Audit sudah dilaksanakan namun masih belum maksimal dan efektif. 

Hal ini terlihat dari tindakan yang di lakukan atau metode dan taknik yang 

digunakan oleh auditor untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit hanya 

sebatas tugas, pokok dan fungsi saja, belum terimplementasi secara nyata 

sehingga belum terlihat prosedur yang memadai. Namun, prosedur audit sudah 

terlihat baik dari segi auditor dalam melakukan Prosedur Analitik sudah 

memastikan bukti atau dokumen transaksi yang otentik. Hal ini tentu tidak sesuai 

dengan teori dari (Mulyadi: 2002) yang menyatakan bahwa prosedur audit harus 

dibuat dalam suatu daftar prosedur audit seluruh audit unsur tertentu. Dengan kata 

lain, prosedur audit tersebut berisikan kumpulan instruksi-instruksi rinci yang 
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harus dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan proses auditnya guna 

memperoleh bukti audit yang diperlukan.  

SPI seharusnya menempuh prosedur audit awal dengan cara melakukan 

rekonsiliasi misalnya antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca 

dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Melakukan rekonsiliasi ini penting 

agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi piutang usaha yang 

dicantumkan di neraca didukung oleh catatan akuntansi yang andal.  

Dalam melakukan pemeriksaan  internal auditor tidak mengadakan 

perencanaan, terlihat dari belum adanya target dan prosedur kerja audit. 

Seharusnya SPI mampu menyiapkan perencanaan pemeriksaan secara matang dan 

kompleks karena untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal diperlukan 

suatu perencanaan yang matang. Dalam prakteknya pada perusahaan, penetapan 

rencana pemeriksaan juga belum merupakan langkah awal sebelum pemeriksaan 

dilakukan. Perencanaan yang ditetapkan sebelumnya belum dituangkan dalam 

program kerja tahunan. Maksud dari program kerja tahunan ini adalah bahwa 

pemeriksaan  dilakukan oleh internal auditor setiap setahun sekali, dan untuk 

tahun berikutnya sama dengan tahun sebelumnya. 

 

4.2.2. Pengendalian Intern 

Hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian intern, yaitu secara umum sistem pengendalian intern di PD 

Pembangunan Kota Medan belum terlihat efektif karena belum sesuai dengan 

unsur-usnur sistem pengendalian intern COSO yang mencakup lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, pengendalian aktifitas, informasi dan pemantauan. 
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Hasil penelitian ini menunjukan belum adanya kesesuaian dengan teori 

Sistem pengendalian intern COSO menurut Arens dan Loebbecke (2012, hal 293)  

menekankan kepada lima unsur pengendalian intern yaitu Lingkungan 

Pengendalian (Environtment Control), Penilaian Risiko (Risk Valuation), 

Pengendalian Aktifitas (Activity Control), Informasi (Information) dan 

Pemantauan (Monitoring). Namun masih terdapat unsur pengendalian intern 

piutang yang belum berjalan efektif yaitu unsur penilaian resiko. Hal ini 

menyebabkan piutang yak tertagih perusahaan mengalami peningkatan. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Sandi Kurnia 

(2009) yang menunjukan bahwa dalam sistem pengendalian intern perusahaan 

yang dilaksanakan sudah cukup baik dan teratur dengan rapi, namun dalam 

pelaksanaannya masih terdapat beberapa kejanggalan dan kekeliruan. Dimana 

para pihak penagih belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian intern 

dalam penetapan resiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena masih 

kurangnya menerapkan prosedur pencatatan atas kwitansi-kwitansi tersebut 

khususnya atas piutang yang belum dibayar pada setiap saat. Sedangkan dalam hal 

pelaporan piutang, perusahaan sudah cukup jeli. 

 

4.2.3. Implementasi Good Corporate Governance 

  Hasil penelitian ini menuukkan bahwa pelaksanaan GCG di PD 

Pembangunan kota Medan belum memiliki komitmen dengan sungguh-sungguh 

untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan prosedur 

dan kebijakan-kebijakan berdasarkan praktek-praktek terbaik. Dalam rangka 

meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, seharusnya perusahaan dapat 

melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap 
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peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (Code of Conduct) yang 

berlaku pada prinsip – prinsip GCG, maka Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh 

pegawai Perusahaan seharusnya memiliki komitmen untuk senantiasa 

melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG). 

  Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PD Pembangunan kota Medan 

belum memiliki kebijakan dan ketentuan yang mengatur Tata Kelola Perusahaan 

yang lengkap melalui Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penerapan Good Corporate Governance sebagai dasar dalam melaksanakan 

penerapan GCG dimaksud. Selain itu ditemukan belum adanya buku pedoman 

sebagai pendukung dalam pelaksanaan penerapan GCG, yaitu : 

a) Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) 

b) Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi (Board 

Manual) 

c) Kode Etik Perusahaan (Code of Conduct)  

d) Piagam Komite Audit (Committee Audit Charter) 

e) Pedoman Komite Pemantau Risiko 

f) Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi  

Kebijakan dan ketentuan tersebut belum didistribusikan kepada unit kerja 

sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan penerapan GCG pada seluruh 

unit kerja PD Pembangunan kota Medan. Untuk pemahaman dan persepsi yang 

sama telah dilakukan sosialisasi pelaksanaan penerapan GCG kepada pemegang 

saham, rekanan/mitra bisnis, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai di 

setiap lini organisasi. Dengan mempedomani buku-buku tersebut diatas dan 
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sosialisasi yang dilakukan, maka seharusnya diharapkan seluruh unit kerja dapat 

mempraktekkan prinsip-prinsip GCG pada seluruh kegiatan operasional. 

 

4.2.4. Peranan Adit Internal dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan 

GCG 

 Berdasakan hasil penelitian menunjukkan bahwa Audit internal di 

perusahaan belum berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan GCG. Hal ini 

tidak terlihat dari aktivitas SPI dalam menjalankan prinsip – prinsip GCG. 

Kondisi ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sawyer’s at.al 

(2013, hal 3) menjelaskan bahwa :“Audit internal modern menyediakan jasa – jasa 

yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, kinerja, risiko dan tata 

kelola (governance) perusahaan publik maupun privat. 

Seharusnya Audit internl merupkan kegiatan assurance dan konsultasi yang 

independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah kegiatan 

operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai 

tujuannya, emlalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan 

proses governance (SPAI, 2004:9).  

Lebih lanjut Mulyadi (2012) mengatakan bahwa :“Pemeriksaan internal 

(internal Audit) merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam 

organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, kegiatan 

lain yang memberikan jasa pada manajemen“. Auditor internal akan mendukung 

terciptanya perusahaan yang governance apabila dalam melaksanakan perannya 

dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan secara accountable. 
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Sedangkan pengendalian intern sudah cukup efektif dalam mewujudkan 

GCG. Hal ini terlihat dari indikator pengendalian intern menurut COSO yang 

sudah dijalankan oeleh perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung teori yang 

dikemukakan oleh Chusing (2014, hal 197) bahwa peran dari pengendalian intern 

adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu 

organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya good corporate 

governance (GCG) serta terwujudnya kesejahteraan pemegang saham, pegawai 

dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi 

tantangan organisasi kedepan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Adapun kesimpulan dari hasil analisis mengenai peran audit internal dan 

pengendalian intern dalam mewujudkan Good Corporate Governance pada PD 

Pembangunan Kota di Medan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu 

sebagai berikut :  

1. Peran audit internal belum efektif dalam menciptakan pengendalian intern 

dan peningkatan tata kelola perusahaan (GCG). Hal ini terlihat dari 

beberapa fungsi audit internal yang belum berjalan dengan baik. 

Kedudukan internal auditor yang berada langsung di bawah Direktur 

Utama sangat baik karena internal auditor mempunyai kebebasan yang 

lebih besar dalam melaksanakan tugasnya, karena kebebasan merupakan 

syarat mutlak yang diperlukan oleh internal auditor agar pelaksanaan audit 

intern berfungsi dengan baik. Program kerja pemeriksaan tahunan  ini 

belum ditetapkan oleh pimpinan yang di dalamnya seharusnya mencakup 

objek pemeriksaan yang akan diperiksa, waktu pelaksanaan pemeriksaan, 

staf pemeriksa yang bertugas serta dana yang dibutuhkan. Pada setiap 

akhir pemeriksaannya, Satuan Pengawasan Intern (internal auditor) wajib 

menyusun laporan hasil pemeriksaannya, yang secara umum memuat hasil 

temuan pemeriksaanya, kesimpulan saran dan secara konstruktif. Pada PD 

Pembangunan Kota Medan tidak diketahui laporan audit intern atas 
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pemeriksaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa Sistem Pengendalian 

Intern di perusahaan masih sangatlah lemah. 

2. Secara umum sistem pengendalian intern di PD Pembangunan Kota 

Medan belum cukup baik karena belum sesuai dengan unsur-usur sistem 

pengendalian intern COSO yang mencakup Lingkungan Pengendalian 

(Environtment Control), Penilaian Risiko (Risk Valuation), Pengendalian 

Aktifitas (Activity Control), Informasi (Information) dan Pemantauan 

(Monitoring). Hal ini terlihat dari ada beberapa unsur pengendalian intern 

yang harus diperbaiki karena masih terdapat kelemahan-kelemahan yaitu 

dari unsur penaksiran resiko. Lingkungan pengendalian PD Pembangunan 

Kota Medan belum efektif hal ini terlihat dari belum adanya tindakan, 

kebijaksanaan, dan prosedur yang dilakukan perusahaan dalam menilai 

pengendalian internnya. Pengendalian resiko oleh manajemen perusahaan 

belum efektif, dimana terlihat dari adanya kerugian perusahaan setiap 

tahunnya. Artinya perusahaan belum benar-benar menetapkan resiko yang 

jeli terhadap laporan keuangannya. 

3. Tata kelola perusahaan belum diterapkan dengan baik dimana penerapan 

Good Corporate Governance  belum sesuai dengan ketentuan Perusahaan 

dan peraturan undang-undang mengenai perseroan di Indonesia. 

Pelaksanaan GCG di PD Pembangunan kota Medan belum memiliki 

komitmen dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tata kelola 

perusahaan yang baik serta menerapkan prosedur dan kebijakan-kebijakan 

berdasarkan praktek-praktek terbaik.  

 

 



 

 

56 

B. Saran-saran  

Setelah penulis menyimpulkan hasil analisis, maka penulis akan mencoba 

memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan, yaitu sebagai 

berikut :  

1. Disarankan pula kepada perusahaan agar hendaknya auditor internal dapat 

lebih meningkatkan efektivitas pengendalian laporan keuangan ditinjau 

dari segi elemen-elemen internal control. Auditor internal perusahaan 

melakukan pelatihan dalam bidang audit yang lebih mendalam guna dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keahlian auditor dalam menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik. 

2. Disarankan kepada perusahaan agar perlu ditunjang oleh adanya aktivitas 

pengendalian internal yang sesuai dengan prinsip COSO, hal ini 

dimaksudkan agar dapat menunjang penyajian informasi keuangan yang 

memadai.  

3. Hendaknya perusahaan melaksanakan penerapan good corporate 

governance secara efektif dan konsisten agar pelaksanaan tata kelola 

perusahaan lebih baik lagi. 
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